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<b>ABSTRAK</b><br>

Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diterbitkan oleh
Presiden SBY padatanggal 2 Oktober 2014 bertujuan untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala
daerah dari dipilih melalui DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 menjadi dipilih langsung
oleh rakyat. Perppu ini bertentangan dengan sikap politik Koalist Merah Putih KM P yang semula
mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Akan tetapi, akhirnya KM P menyetujui
untuk mengesahkan Perppu tersebut menjadi Undang-undang. Mengapa KM P mengubah sikap politiknya
terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah dengan menyetujui Perppu Nomor 1 Tahun 20147 Teori yang
digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini adalah teori decision making yang dikemukakan oleh
Giovanni Sartori. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara sebagal sumber data primer dan risalah serta media sebagai sumber data sekunder.
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa perubahan sikap politik KM P diakibatkan oleh adanya tekanan
publik, melemahnya soliditas koalisi dan upaya menghindari kekosongan hukum yang kemudian diperkuat
dengan adanya kesepakatan politik antara KMP dengan SBY dan Partai Demokrat. Kompensasi yang
diterimaoleh KMP dari perubahan sikap politiknya adalah berupa dukungan Partai Demokrat di DPR, yang
direalisasikan dalam pembagian kursi pimpinan di DPR dan MPR serta kursi pimpinan Komisi DPR.
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<b>ABSTRACT</b><br>

Perppu number 1 of 2014 on The Election of Governors, Regents, and Mayors which published by President
SBY on 2nd October 2014 is an effort to restore the mechanism of local elections from elections through the
DPRD as regulated in UU Number 22 of 2014 on the Election of Governor, Regent And the Mayor,
becomes directly elected by the people. This Perppu is certainly contrary to the political stance of the
Koalis Merah Putih KMP which originally supported the election of regional heads through the DPRD.
However, at last KMP agreed to ratify Perppu No. 1 of 2014 to become UU No. 1 of 2015 on the Election of
Governors, Regents and Mayors. Why has the KMP changed their political stance on the local elections
mechanism by approving the Perppu No. 1 of 2014 The decision making theory proposed by Geovani
Sartori isthe main theory of this research. This research uses qualitative research method, with two data
collection techniques that are obtained from interviews as primary data sources and minutes and mass media
as secondary data sources. The conclusion of the study is that the change over in KMP political stanceis due
to public pressure, weak coalition and avoiding legal gap which is then strengthened by political agreement
between KMP, SBY, and Democratic Party. The compensation received by the KMP from the change of
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their political stance towards the electoral mechanism of the regional head by approving the Perppu No. 1 of
2014 isinthe form of Democratic Party support to the KMP in the DPR, which isrealized in the division of
position on Head DPR and MPR and a'so DPR Commission positions.



